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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masaiah
Dalam rangka penyelenggaraan pemeriniahan daerah vang sesuai dengan
amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urisan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadtlan, keistimewaan
dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Salah satu masalah yang muncul dalam pemerintah daerah, adalah
kelangkaan sumber daya keuangan. Keuangan inilah yang sering menjadi
penghalang dalam mengimplementasikan berbagai program pembangunan
penting. Peningkatan administrasi pemerintahan dan pembangunan di
tingkat lokal tidak akan ada artinya tanpa adanya peningkatan ketangan
daerah. Salah satu syarat vang diperlukan dalam rangka meningkatkan
keuangan daerah inf adalah memberikan kekvasaan dan kewenangan yang
cukup untuk meningkatkan penghasilan dan pajak.!
Meskipun vang sangat diperlukan dalam setiap penyelenggaraan svatu
urusan, akan tetapi nang bukan yang paling utama dalam otonomi daerah. Karena

kata kunci dalam otonomi Haerah adalah “kewenangan”, seberapa besarkah

kewenangan yang dimiliki oleh daerah didalam menginisiatifkan kebijaksanaan,

! Asep Nurjaman, Kesiapan Daerah Menghadapi Otonomi Seluas-luasnya, dari Andi A. Malaranggeng,
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mengimplementasikan, dan memobilisasi dukungan sumber daya untuk
kepentingan implementasi daerahnya.’

Pengertian Otonomi Daerah, berdasarkan Pasal 1 huruf h UU No. 22 -
tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah kewenangan daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Menurut Syaukani, otonomi sendiri mengandung makna pemberian
kewenangan dalam mengambil keputusan dan pengelolaan berdasar
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Substansi apa yang dikelola
oleh Pemerintah Daerah dan bagaimana pengelolaannya, akan sangat
tergantung dari aspirasi dan potensi sumber daya yang ada di daerah
otonom. Tiap-tiap daerah itu memiliki aspirasi dan potensi sumber daya
yang berbeda. Hal tersebut berkaitan erat dengan kualitas sumber daya
manusia, potensi sumber daya alam, tata nilai atau tradisi masyarakat dan
kelembagaan masyarakat yang berkembang di daerah setempat dan
kebijakan yang harus dikeluarkan pemerintah pusat tidak harus sama
dengan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah?

Penjelasan angka 1 huruf h UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah disebutkan bahwa kewenangan luas adalah keleluasaan daerah untuk
menyelenggarakan pemérintahan yang mencakup kewenangan semua bidang
pemerimiahan, kecuali politik luar negeri, pértahanan keamanan, peradilan,
moneter, fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang akan diterapkan dengan
peraturan pemeriutah. Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk

menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang nyata ada dan

diperlukan supaya tumbuh hidup dan berk zinhang di daerah.

~
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Otonomi bertanggungjawab adalah perwwjudan pertanggungjawaban
sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud
tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan
pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi keadilan dan
pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah
serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan Republik
Indonesia.

Otonomt daerah membe;ikan kewenangan yang luas, nyata, bertanggung
jawab kepada daerah dan membuka jalan bagi daerah dslam mengembangkan
kreatifitasnya dan produktifitasnya sesuai dengan kepentingan dan keperluan
daerah masing-masing. Hal yang menjadi fokus Qtonomi daerah adalah adanya
kewenangan bagi daerah untuk menggali potensi sumber keungan daerahnya.
Pemerintah daerah dituntut untuk jeli mengamatl kondisi daerahnya dan
selanjutnya melakukan upaya-upaya yang mengarah pada cara memngkatkan
pendapatan daerahnya. Hal ini tentu saja selain memperhatlkan kondisi daerah,
harus diperhatikan juga kemampuan masyarakat yang merupakan pendukung
utama dalam pelaksanaan otonomi daerah int.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah, merupakan landasan hukum penyelenggaraan desentralisasi.

kewenangan secara luas bagi daerah untuk membentuk dan melaksanakan
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Ketiga aspek tersebut melahirkan peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah
daerah dan masyarakat Gorontalo untuk mewujudkan cita-citanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang
Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom,
terdapat 20 {dua Puluh) bidang kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom
yakm pertanian, kelautan, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan,
perindustrian  dan  perdagangan, perkoperasian, penanaman  modal,
ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan sosial, penataan rvang,
pemukiman, pekerjaan umum, ‘perhubungan, lingkungan hidup, politik dalam
negeri dan administrasi publik, pengembangan ofonomi dacrah, perimbangan
keuangan, hukum dan perundang-undangan.

Terbentuknya Provinsi Gorontalo yang merupakan hasil pemekaran
Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000,
merupakan buah perjuangan masyarakat Gorontalo untuk-mengaktualisasika.nl jati
diri dan keinginal;nya melaksanakan urusan rumahtangga sendiri, dengan menjadi
provinsi otonom diharapkan dapat segera terwujud percepatan pembangunan di
Gorontalo.

Untuk melakukan percepatan- pembangunan Provinsi Gorontalo khususnya
Daerah Kabupaten Gorontalo, dengan memperhatikan kewenangan di atas, maka
harus dimaunculkan paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
diimplementasikan dengan memberikan kcwenangan yang luas, nyata dan

bertanggungjawab kepada daerah, Paradigma tersebut adalah paradigma
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pemerintahan yang mempunyai kebiasaan menggunakan sumberdaya dengan cara
baru untuk mempertinggi efisiensi dan efektivitas kinerjanya.

Dalam rangka menghadapi otonomi daerah di Kabupaten Gorontalo, telah
diupayakan optimalisasi sumber daya yang ada dengan tetap memperhatikan
prinsip pengembangan program prioritas dan kepentingan masyarakat serta
berpedoman pada Pola Dasar Pembangunan daerail Provinsi Gorontalo.

Pengoptimalan pemanfaatan segenap potensi yang ada bertujuan untuk
mensejahterakan masyarakat Gorontalo secara keseluruhan dengan tetap
mengembangkan ketahanan s;sial budaya sebagai landasan dalam rangka
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta pemanfaatan sumber
daya daerah secara berkesinambungan dengan berwawasan lingkungan.

Kebijakan pembangunan di dacrah untuk mengimplementasikan visi
masyarakat Gorontalo sebagai provinsi yang mandiri, berbudaya entrepreneur,
bersandar pada moralitas agama dalam kerangka NKRI adalah bentuk acuan dari
prioritas pembangunan nasional yang dituangkan dalam Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) dan Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA).

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan, langkah yang dianggap
penting untuk dilakukan adalah menetapkan strategi pembangunan dimana
strategi dimaksud adalah merupakan prinsip dasar rencana aksi yang dituangkan

melalui tiga program unggulan. Program tersebut merupakan lokomotif utama

yang di implementasikan melalui bidang, program dan kegiatan pembangunan
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Adapun Tiga program unggulan provinsi Gorontalo adalah
a Penataan sumber daya manusia mencakup peningkatan kualitas,
penempatan pejabat sesuai keahlian, dan pengkaderan SDM pemerintah
yang mempunyai spirit enterpreneurship, inovatif, cerdas dan memiliki
dedikasi dan pengabdian yang tinggt.
b. Menjadikan Gorontalo sebagai provinsi Agropolitan, provinst yang
memiliki kompetensi di bidang pertanian.
¢. Pengembangan ekonomi kelautan dengan sasaran peningkatan kinerja
sektor perikanan dan pengembangan wilayah pesisir.

Pemerintah bertekad menempatkan isu pembangunan sebagai prioritas
kebijakannya, faktor stabilitas tetap memainkan peranan yang penting. Karena itu,
tugas pokok pemerintahan berupa pelayanan (services) dan pemberdayaan
(empowerment) masyarakat tidak dapat begitu saja dikesam pingkan.

Dalam era dimana pembangunan menjadi primadona, dan ukuran
keberhasilan pemerintahan terlalu kuat dikaitkan dengan kemajuan pembangunan
pisik (ekonomi), semnangat menggusur semua sektor yang dianggap menghalangt
keberhasilan itu cenderung berlebihan.

Para pemimpin pemerintahan pada tingkat lokal berlomba untuk mengejar
prestasi pembangunan yang ukuran-ukurannya cenderung mengenyampingkan
faktor pelavanan dan pemberdayaan. Berbagai award yang ditawarkan oleh
pemerintah pusat pun hanya berkaitan dengan prestasi—prest'asi pembangunan
pisik tadi.

Sejauh .ini terlihat kerawanan politik cukup luas terpendaim dibawah

. R . .
permukaan dan sewalktu-waktu bisa meletup secara tersebar diberbagai tempat.

Solidaritas kita sebagai keluarga bangsa terus mengalami ufian, dan dalam

beberapa kasﬁs hasilnya ternyata kurang menggembirakan.

* Strategi Pembangunain Daerah Provinsi Gorontalo “faporan kegiatan dan kebijakan’
htrp.'wmv.pemda.goromaia.co..fd.
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B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka ditarik suatu batasan rumusan
masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana pengaruh pelaksanaan otonomi

daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupéten Gorontalo?

C. Tinjauan Pustaka

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut
Undang-Undang Dasar memberikan keleluasaan kepada daerah untuk
menyelenggarakan Qtonomi Daerah. Otonomi Daerah dalam hal ini berarti Hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuat dengan
peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom, selanjutnya disebut
daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarka?n aspirasi masyarakat
dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah ini menggunakan asas desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas per-nbantuan (medebewind). ’Desentralisasi adalah
Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah
otonom untuk mengzfur dan menguras urusan pemerintahan dalam system Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Dekonsentrasi adalah peclimpshan  wewenang pemerintahan  oleh

pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada wistansi
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kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota
dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk
melaksanakan tugas tertentu.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya dalam Pasal 18" Undang-Undang
Dasar 1945 yang merupakan dasar hukum pembentukan Pemerintahan Daerah,
menghendaki pembagian wilayah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan
b;antilk susunannya ditetapkan dengan Undang-undang. Dalam ‘pembentukan
daerah besar dan kecil tersebut harus tetap memperhatikan hak-hak asal usul
dalam daerah-daerah yang bersil:at istimewa.

Otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional
menurut riwayat, adat dan sifat-sifat sendiri-sendiri, dalam kadar negara kesatuan.
Tiap daerah mempunyai histories dan sifat khusus yang bertainan dari riwayat dan
sifat daerah lain. Karena itu, pemerintah harus menjauhkan segala urusan yang
bermaksud akan menyeraga;_r;kan seluruh daerah menurut satu model.

Otonomi daerah adalah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah
untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan menggunakan sumber daya yang
di miliki secara optimal, dalam upaya mencapai kemandiﬁan (self reliance).
Sebagai Negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesis,
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Menurut Andi Malaranggeng bahwa :

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk
memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna,
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap
masyarakat dan pembangunan. Untuk melaksanakan tujuan tersebut,
kepada daerah perlu diberikan kewenangan-kewenangan sebagai urusan
rumah tangganya”.

Namun manakala daerah diberi otonomi untuk mengatur urusan rumah
tangganya sendiri, persoalan klasik yang senantiasa muncul adalah berkaitan
dengan masalah keuangan.

Menurut Syaukani, persoalan klasik yang selalu muncul ketika
membicarakan masalah pemerintah dacrah adalah yang berkaitan dengan
masalah keuangan sangat masuk akal. Persoalan ini selalu muncul karena
uang jelas sangat mutlak di perlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas
pemerintahan, baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
ataupun guna memberikan perlindungan. Dana yang sangat besar
diperlukan untuk membayar belanja pegawai, dan juga scgala bentuk
pembiayaan lainnya yang biasanya diwujudkan dalam bentuk proyek”.S
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan

kesejahteraan dibutuhkan adanya suatu kontrol dari pemerintah pusat terhadap
daerah. Kesejahteraan secara konseptual dapatlah dirumuskan sebagai kepuasan
yang di peroleh para individu dari situasi hidup yang mereka alami. Secara

operasional kesejahteraan dapat diukur berdasarkan jumlah pendapatan.

Dengan mendekatkan demokrasi yang bertanggung jawab kepada rakyat,

yang diperintah, maka sebaiknya titik berat pemenintah sendiri diletakkan pada

kabupaten.

3 Andi Malarangeng, Otonomi Daerah Perspektif Teoritis Dan Prakiis, Bigraf: Publising,Mei 2001,
hlm 45
¢ Syaukani, Op,Cit., him 202
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan
daerah yang mendukung kemampuan keuangan daerah. Pendapatan asli daerah
menjadi sangat penting, terutama dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah,
dimana kemampuan keuangan yang bersumber dari pendapatan asli daerah
dijadikan sélah satu variabel umtuk mengukur kemampuan daerah guna
melaksanakan tugas otonomi yang diserahkan atau yang telah diserahkan

pemerintah pusat kepada daerah.

-

Agar Pemerintahan daerah mempunyai urusan rumah tangganya sendiri,
maka pemerintah daerah perlu\ meningkatkan pendapatan daerahnya melalui
pemberdayaan Badag Usaha Milik Negara (BUMN) serta Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang berasal dari pajak, retribusi, dan lain-lain.”

Misi utama daripada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah bukan hanya
pada keinginan-keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan
pembiayaan dari pemerintah pusat kepemerintah daerah, tetapi yang lebih
penting adalah keinginan untuk memngkatkan efisiensi dan efektivitas
pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan
kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat
"desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi
sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaran pemerintahan
pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.®

Mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah

diatur dalam UU No. 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang

didalamnya disebutkan tujuan pokok perimbangan keuangan tersebut antara lain :

" D. Rianto Nugroho, Otonomi Daerah, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000.hlm 65



1. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah.

5 Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional,
transparan, partisipatif, bertanggungjawab (akuntabel), dan pasti.

3. Mewujudkan sisten pertimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan
Daerah yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan
tanggungiawab yang jelas antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
mendukung pelaksanaan otonomi Daerah delngan penyelenggaraan pemerintah
Daerah yang transparan, mempertimbangkan partisipasi masyarakat dan
pertanggungjawaban kepada masyarakat, mengurangt kesenjangan antara
Daerah dalam kemampuan untuk membiayai tanggungj awab otonominya, dan
memberikan kepastian sumber keuangan Daerah yang berasal darl wilayah
Daerab yang bersangkutan.

4. Menjadi acuan dalam alokasi pencrimaan negara bagi Daerah.

5. Mempertegas sistem pertanggungj awaban kevangan oleh pemerintah Daerah.

6. Menjadi pedoman pokok tentang keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 95 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pusat dan Daerah yang mengatur mengenai kgwenangan Daerah untuk
membentuk dana cadangan yang bersumber dari peneﬁmaan daerah, serta sistem
' pengelolaan dan pertanggungjaw'aban keuangan dalam pelaksanaan
desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas “pembantuan. Pertanggungjawaban
keuangan dalam rangka desentralisasi dilakekan oleh kepé.a Daerah kepada
DPRD. '

Sebagai daerah otonom yang mempunyai bak, wewenang dan kewaj iban
antuk mengatur dar mengurus rumah tangganya sendiri maka pendapatan daerah
sangatlah penting dalam rangka pembiayaan urusan rumah tangga daerah
berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah Daerah dapat menggal sumber pendapatan acli daerah
dari :
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1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Daerah milik Dearah dan Hasil pengelolaan kekayaan
daerah lainya yang dipisahkan

4. Lain-lain usaha pendapatan asli daerah yang sah

Untuk menggali sumber pendapatan asli daerah, seluruh organisasi
pemerintah yang ada berperan penting dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam
mengupayakan peningkatan pendapatan pemerin;cah daerah. Meskipun demikian,
organisasi atau dinas pemerintahan yang secara langsung terkait dengan hal itu
adalah dinas pendapatan daerah setempat yang mempunyai tugas pokok yakmi
menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi
dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian
pemungutan pendapatan daerah. Keberadaan pendapatan asli dacrah menjadi
sangat esensial dengan pembentukan daerah-daerah otonom.

Mengenai kedudukan pendapatan asli daerah sangat strategis
dalam pelaksanaan otonomi daerah. Keuangan daerah adalah kemampuan
pemerintah  daerah untuk mengelola mulai dan merencanakan,
melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai
sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka
pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan di
daerah yang diwujudkan dalam APBD.’

Dari uraian pendapatan yang di kemukakan di atas menunjukan bahwa
pendapatan asli daerah menempati kedudukan yang pokok dan penting dalam
penyelenggaraan otonomi daerah, Hal ini memperlihatkan bahwa menjalankan

tvgasnya, Dinas Pendapatan Daerah sebaga: instansi pemerintahan yang
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berhubungan langsung dengan pemungutan pendapatan daerah, perlu melakukan
kerjasama dengan berbagai instansi atau dinas pemerintah lainnya.

Sejak otonomi di berlakukan, tugas dan tanggung jawab dinas pendapatan
daerah menjadi semakin berat. Hal ini terkait det;gan pemberian wewenang oleh
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai urusan rumah
téngganya sendiri. Hal ini merupakan salah satu resiko vang harus di terima
pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.'®

Dalam menjalankan perannya sebagai pemungut pendapatan daerah, dinas
pendapatan daerah pada kenyataan masih banyak menjalz-mi kendala di lapangan.
Berbagai kendala yang di hadapi diantaranya mengenai kualitas sumber daya
yang rendah, sulitnya menjalin kerja sama dengan dinas perindustrian, dan
perdagangan, dan partisipasi masyarakat yang masih rendah dan lain-lain.
Kendala mengenai kualitas sumber daya manusia vang ada dalam organisasi-
organisasi pemeriﬁtahan, mengakibatkan kurangnya kemampuan para aparatur
pemerintah tersebut dalam menyalurkan perannya sebagai aparatur pemerintah.

Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kinerja organfsasi—organisasi
pemerintah yang ada sekarang ini, yang diperlihatkan budaya korupsi, kelust, dan
nepotisme yang masih sangat tinggl. Di samping itu, dinas-dinas terkait tersebut
sering kurang kooperatif dan'tidak memiliki persepsi yang sama satu dengan yang

lain.

10 A fbhart Hacituian Manamd Nasvad Balisr Do Totanam: Talkarta Qinar Haranan 2000 hlm 56
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Salah sat
i terkait dengan kualitag sumber daya manusia adalah ketidak
mampuannya dalam mengelola atay Me-manage keuangan daerah yang
ada. Hal ity dapat dicontohkan dengan kurangnya transparansi atay
mformasi mengenai kinerja finansia] pemerintah daerah kepada pihak-

keuangan daeran petiu paradigma bary yakni bahwa pemerintah daerah
harus. mampu  menjadi subyek pemberi informasi  dajam rangka
pemenuhan hak-hak public yaitu hak untuk diber; informas;, didengar
aspirasinya dan diber; penjelasan mengenai keuangan daerah, !’

Pemberian kewenangan yang penuh pada daerah mutlak diperiukan untuk
mendukung bemerintahan daerah terselenggara dengan baik scbagaimana

.

dijelaskan oleh J Kaloh ;

yang ‘representarif” dan responsible’, serta legitimare " Fungsi-fungsi
pokok pemerintahan dalam demokrag; modern mencakup : pelayanan
masyarakat atau public service, dan pembangunan asyarakat atay
community development serta regulasi

mengatur dan mengelola serta memberdayakan sumberdaya dalam wilayah yang
dilingkupinya, Negara sebagai suaty Organisasi yang besar tersusun atas saty
pemerintahan pusat dan beberapa Pemeriintahan dae,ah, Secara garis besar,
bemerintahan daerah berkevajiban untuk mempertangoung jawabkan S=gaa

administrasi Pemerintahan daerahny: kepada pemeiintha pusat.  Sebalikiyys

~ .
Ibid

“y Kaloh, Mencayi Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan
Tantangan Global, Cet pertama PT Rineka Cipta,2002,Jakarta, hlm 50.
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pemerintah pusat juga berkewajiban untuk memberikan pembinaan atau
bimbingan bahkan bantuan terutama yang berupa materiil kepada pemerintah
daerah dalam upa.yﬁ mengembangkan wilayahnya.

Adanya otonomt daerah diharapkan supaya daerah dapat mengurus rumah
tangganya sendiri, dengan sebaik-baiknva. Untuk itu perlu di berikan sumber-
sumber pendapatan daerah yang cukup seperti pendapat Muh Kusnadi dan
Harmaily Ibrahim yang menyatakan bahwa:

Untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri
pemerintah daerah memeriukan alat-alat perlengkapannya sendiri sebagai
pegawai atau pejabat-pejabat daerah dan bukan pegawai atau pejabat
pusat, memberikan bagi daerah untuk berinisiatif sendiri, wewenang untuk
menyelenggarakan rumah tangga sendiri dan pendapatan yvang diperoleh
dari sumber keuangan sendiri, memerlukan pengaturan yang tegas agar di
kemudian hari tidak terjadi perselisihan antara pusat dan dacrah mengenai
hal-hal tersebut di atas”."

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh pelaksanaan otonom: dacrah

terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gorontalo.

E. -Mz;n_faat Penelitian -
Manfaat penelitian adalah :
1. Bagi Ilmu Pengetahuaﬁ.

Untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang Hukum Tata Negara

B A Yeranndi dan TTnemaailer Theahin  Dowcecsstons ol Totee Noaara Daeat Qindi TN FHTIT OV
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2. Bagi Pembangunan.
a. Bahan masukan bagi Kabupaten Gorontalo, dalam rangka manajemen
pemerintahan.
b. Bahan informas: bagi masyarakat Gorontalo dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
a. Penelitian kepustakaan
Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan
mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang
diteliti.
b. Penelitian Lapangan
Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian
untuk mendapatkan data dengan menggunakan metode V\'/awancara yaitu
mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden.
2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Gorontalo
3. Jenis data yang dibutuhkan

a. Data primer

Daia yany diperoleh langsung dari tempat yang diteliti dengan cara tanya

1onralh lamacirmn mndn mithals mihal- vane I\nfbpﬂpﬂﬁﬂﬂﬁﬂ
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b. Data sekunder
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang meliputi :
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pusat dan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
2) Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang bahan
hukum primer yang meliputi buku-buku, kutipan pendapat yang
berhubungan dengan permasalahan
3) Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan

terhadap hukum primer dan sekunder misalnya kamus hukum

5. Teknik pengumpulan data
~a. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi
lapangan dengan wawancara kepada responden :
1) Sekertaris Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.
2) Kepala Dinas Péndapatan Daerah Kabupaten Gorontalo

3) Kepala Perencanaan Daerah Kabupaten Gorontale

ANTI . 1. T r~ . T™ L T ol b Y b T
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b. Studi Pustaka
Data pendukung dalam penelitian ini yattu dokumentasi—dokumcntasi

hukum yang perkaitan dengan hal tersebut untuk menarik dan menjawab
permasalahan yang dikemukakan.

6. Teknik Pengolahan Data

" Data yang diperoleh dari hasit penelitian selanjutnya disusun secara
sistematis, logis dan yuridis untuk mendapatkan gambaran Wmum tentang
pengaruh pelaksanaan Otonomi Daerah terhadap optimalisasi Pemerintah

Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten

Gorontalo.

7 Analisis Data

Gambaran umum yang diperoleh kemudian dianalisis secard kualitatif
yuridis yaitu data yans diperoleh dari hasil penelitian di kelompokkan
kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti menurut kualitas dan

dengan memberikan gambaran yang sebenarnya sehingga dapat menjawab

permasalahan yang diajukan.




